s KOTA DUMAI p;

PEMERINTAH KOTA DUMAI

]

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOFERAST DAN INVESTAS

Menimbanrg

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAIL
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBEMTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

o

KO7TA DUMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

or

WALIKOTA DUMAI

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yanrg menjadi
kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Fasal
14 avat (1) dan {2) dan Pasal 120 avat (2) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, periu
disusun kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan
dan kemampuan daerzah;

bahwa crganisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas adalah dinas daerah sebagai unsur
pelaksana urusan otonomi daerah atau penyelenggaraan
kewenangan diantaranya dibidang industri, perdagangan,
koperasi dan investasi;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b
diatas dan dalam rangka penataan kelembagaan perangkat
daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi dengan
Peraturan Daerah.
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pem-bentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II
dilingkungan Kabupaten/Kota;
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10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/
2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengargkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetijuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menetapkan

dan
WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KOTA DUMAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerzh ini, yang dimaksud dengan :

a.

b
C.
d.
e

Kota adalah Kota Demai;

Pemerintah Kotz adaiah Pemerintah Kota Dumai;

Walikota adatah Wakikota Dumai;

Sekretaris Daeralr adalah Sekretaris Daerah Kota Dumat;
Dinas Perindustriam, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
adalah Dinas Pemmdustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Investasi Kotz Dumei;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Dumai,

Unit Pelaksana Telmis yang selanjutnya disebut UPT adalah
Unit Pelzksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Imvestasi Kota Dumai;

Kelompok labatan Fungsional adalah Kelompok yang
melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang
tugas yang dimifikinya.
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
kewepangan desentralisasi dibidang industri, perdagangan,
koperasi dan investasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
4, Dinas Perindustrian. Perdagangan, Koperasi dan Investasi,
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan investasi;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum,
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam
lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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(1)

(2

(3)

(4)

(5)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Investasi, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
1. Subbagian Administrasi dan Umum;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Bidang Perindustrian, yang membawahi :
1. Seksi Industri Argo dan Hasil Hutan;
2. Seksi Industri Logam, Kimia dan Aneka.
d. Bidang Perdagangan, yang membawahi :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
e. Bidang Koperasi dan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang
membawahi :
1. Seksi Koperasi;
2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat.
f. Bidang Investasi, yang membawahi :
1. Seksi Investasi;
2. Seksi Kerjasama dan Promosi.
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Masing-masing Subbagian dan Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
Bidang masing-masing.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Investasi sebagaimana
tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
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(1)

(2)

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 7

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk UPT Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi berupa
Balai Latihan Industri.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin
cleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang, sesu2i dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan penamaan UPT selain yang tercantum
pada ayat {1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan kebutuhan
dan beban kerja organisasi.

BAB VI

KELOMPOX JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok 3abatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan
fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 9

Kelompok Jatatan Fungsional terdini dari sejurnlah {enaga
dalam jabatan fungsional yang terbagi datam berbagai
kelompcok sesuai dengan bidang keahliannya.

“etiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal in! dipimpin
oleh pajabat fungsicnal sanior yang ditunjuk oieh Walikota
atau Pejahat vang berwenang sesuai dengan peraturan
perungang-undangan yang berlaku.

Jurniah Jabatan Fungsional tersebut pada avat (3 pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kena.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional dialu sesuat dengan
pargturan peruncgang-undangan yang beriaku.
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BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi
dzn akuntabilitas publik, baik di lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemearintah Kota
serta dengan Instansi lain di fuar Pemerintah Kota sasuai dencan
tiigas pokok masing-masing

Pasal 11

“an masing-masing ¢an apabila terjadi penyanpangan
- zambil lengkah-iangkah yang ciperiukan sesual dangan
zr zerundany-undangar yang berlaku,

Pasal 12

Satiap pimrinan satuan organisasi bertanggung jawah memimpin,
mengkoorcinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingarn serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunivk dan bertanggung iawab kepada atasan masing-masing
dan menyvampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
wajib puia disampaikan kepada pimpinan satuan unit crganisasi
tain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasai 15

Setiap laporan yang diterima ofeh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada
bawahan.
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(1)

(2)

@

Pasal 16

Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian menyampaikan
laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang
bersangkutan dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung
laporan tersebut serta menyusun laporan berkala satuan
organisasi

Para Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian menyampaikan
laporan kepada Kepeala Bidang dan Kepala Bagian masing-
masing untuk dijadikan bahan laporan berkaia satuan
organisasi yang bersangkutan.

Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada
pejabat struktura! yang membawahkannya.

BAB VIl
PEMBIAYAAN

Basal 17

“fembiavaan Organisasi Diras Perindustrian, Perdagangan,
omerast dan Investasi dinebankan kepada Anggarar Pendapatan

y Balanja Daerah.

BADB IX

FERCANGKATAN DAM PEMBERHENTIAN

Pasal 18

A
Tl

«;tﬂntuo'mk eenal eseionenng dan pembenan ! ammge
atzn horpedoman pada oerafuran perurasna-undangan
rang beilaki,

Pengangkatan dan pemberhentian <cortinator Tena
Fungsicnal gitetapkan oleh Walikota alau Pelapal yan
berwenang sssuai dengan peraturan peruncang-undangarn
yang berlaku.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Investasi yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugas dan
fungsinya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing satuan
organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Investas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hel yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya.

Pasai 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Taia
Kerja Dinas-dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2002 serta
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan
Daerzh ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinyz, iremarintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengsn penempatonnya
dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai

-

pada tanggal & Desemnber 2005
WALIKOTA DUMAI,
Cap / dto
H. ZULKIFLI A.S.

Citndangkan di Dumai
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS GAERAH KOTA DUMALI,
Cap / dto

H. WAN FAUZI EFFENDI
Pembina Tk. I, NIP. 010055541

L EMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI D
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN INVESTASI KOTA DUMAI

UMUM

Penjelasan umum Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 mengenai
perangkat daerah mengamanatkan bahwa, dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara
umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan
kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur
pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta
unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adaiah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
deerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan
harus dihentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sedangkan besaran organisasi

srangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan
daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan,
ienis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumiah
dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang
akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu
kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak
senantiasa sama atau seragam.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota
Dumai yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
parangkat Daerah periu dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara normatif
diatur dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, mengatur mengenai
kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah.
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Penyusunan kelembagaan perangkat daerah saat ini, masih mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, yang pada prinsipnya sebagai arah yang jelas dalam menata
organisasi yang efisien, efektif dan rasicnal sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah Kota Dumai.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan
vang bersifat concurent berdasarkan Undang-Undang Nemior 32 Tahun 2004,
maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi
pemerintahan tersebut pada masing-masing levei pemerintahan. Untuk iu
rumpun bidang pemerintahan tersebut untuk mewadahi urusan wajib dan
urusan pilihan yang akan diwadahi dalam Diras dapat dikelompokkan dalam
rumpun bidang pemerintahan yang tugas dan fungsinya sejenis dan/atsu
berdekatan, seperti : bidang pendidikan, kebudavaan, pemuda dan olah raga;
bidang kesehatan dan sosial; bidang perhubungan dan pariwisata; bidang
pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata
ruang; bidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha kecil dan menengah,
penanamean modal, industri dan perdagangan; bidang kependudukan meliputi
keluarga berencana, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang
pelayanan pertanahan; bidang kelautan dan perikanan; bidang pertanian
meliputi tanaman pangan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan darat,
perkebunan, dan kehutanan; bidang pertambangan dan energi.

Sedangkan urusan wajib dan fungsi pendukung vang akan diwadahi
dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah dapat
dikelompokkan seperti : bidang perencanaan pembangunan daerah dan
litbang; bidang pengawasan; bidang kesatuan bangsa, pelitik dan perlindungan
masyarakat; bidang lingkungan hidup; bidang kepegawaian dan diklat; bidang
pengelolaan keuangan dan asset; bidang arsip, dokumentasi dan
perpustakaan; bidang informatika dan statistik; bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemberdayaan perempuan; bidang pelayanan kesehatan.

Dengan adanya pengelompckan rumpun bidang pemerintahan
tersebut, yang menjadi dasar acuan dalam penetapan namenklatur
kelembagaan perangkat daerah yang paling minimal. Perumpunan
sebagaimana tersebut diatas, tidak berarti masing-masing bidang harus
dibentuk dinas atau lembaga teknis daerah yang berdiri sendiri.

Penambahan dan/atau pengembangan kelembagaan dari masing-
masing bidang dimungkinkan, namun harus tetap berdasarkan perumpunan
bidang pemerintahan tersebut dan dilakukan secara selektif berdasarkan
pertimbangan potensi, karakteristik dan kemampuan keuangan daerah dimasa
mendatang.

241

www.bphn.go.id



Perubahan nomenkiatur Sekretariat pada Badan menjadi Bagian Tata
Usaha dan adanya pembatasan struktur (ukuran dan besaran) dan pola
keseragaman pada unit Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan yaitu yang
terdiri dari (1) Subbagian Administrasi dan Umum (2) Subbagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan yang dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya
sebagai koordinator penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan tugas nelayanan
administratif sebagai unsur staf.

Beberapa perangkat daerah yaitu Badan Administrasi, Kepegawaian
dan Diklat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengingat tugas dan fungsinya
merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah
tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat iembaga teknis daerah, yang
pedoman organisasinya diatur tersendiri.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

Pembentukan perangkat daerah.
Kedudukan, tugas dan fungsi.
Susunan organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Tata Kerja dan

Pembiayaan.

P o0 oW

il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
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II1.

Perubahan nomenklatur Sekretariat pada Badan menjadi Bagian Tata
Usaha dan adanya pembatasan struktur (ukuran dan besaran) dan pola
keseragaman pada unit Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan vaitu yang
terdiri dari (1) Subbagian Administrasi dan Umum (2) Subbagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan yang dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya
sebagai koordinator penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan tugas pelayanan
administratif sebagai unsur staf.

Beberapa perangkat daerah yaitu Badan Administrasi, Kepegawaian
dan Diklat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengingat tugas dan fungsinya
merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah
tersebut tidak mengurangi juimlah perangkat lembaga teknis daerah, yang
pedoman organisasinya diatur tersendiri.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi :

Pembentukan perangkat daerah.
Kedudukan, tugas dan fungsi.
Susunan organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Tata Kerja dan

Pembiayaan.

N WL

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
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Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Avat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1}

"\

Cukup Jeias

Ayvac {2

Cuiup Jelas

£ \;'.“-,t ;'v 7\2

Cukup Jelas

Ayat (2
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
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Ayat (4)
Cukup Jeias

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jaias

Ayat (2)

Ayat (3)
Cukup Jeias

Pasal 17
Cukup Jelas
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pacal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas
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